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Abstract. This study examines the persistence of adat law as a social norm system still 

prevalent in various local communities, and its impact on land dispute resolution 

mechanisms in the context of infrastructure development projects. Focusing on the 

interplay between traditional rules and state regulations, this research aims to identify 

how the existence of adat law influences the effectiveness of land conflict resolution, 

which often arises from tensions between development interests and indigenous rights. 

The research employs a qualitative approach through legal document analysis, in-depth 

interviews with stakeholders, and case studies in several Indonesian regions experiencing 

major infrastructure projects. 

The findings reveal that adat law, although often considered subordinate to 

positive law, plays a crucial role in fostering trust and social justice, thereby accelerating 

dispute resolution through customary deliberation mechanisms. However, its 

implications also include challenges such as inconsistent interpretations and potential 

conflicts with national policies, necessitating better integration between the two legal 

systems. The study's conclusion advocates for the development of a hybrid resolution 

model that respects adat values while ensuring compliance with sustainable development 

goals, to reduce project stagnation risks and enhance community welfare. This research 

contributes to adat law literature by providing practical insights for infrastructure 

development policies in developing countries. 

Keywords: adat law, land disputes, infrastructure development, conflict resolution, legal 

policy 

Abstrak. Penelitian ini mengkaji keberlanjutan hukum adat sebagai sistem norma sosial 

yang masih berlaku di berbagai komunitas lokal, serta dampaknya terhadap mekanisme 

penyelesaian konflik tanah dalam konteks proyek pembangunan infrastruktur. Dengan 

fokus pada interaksi antara aturan tradisional dan regulasi negara, studi ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi bagaimana eksistensi hukum adat memengaruhi efektivitas 

resolusi sengketa lahan, yang sering kali muncul akibat ketegangan antara kepentingan 

pembangunan dan hak masyarakat adat. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif melalui analisis dokumen hukum, wawancara mendalam dengan pemangku 

kepentingan, dan studi kasus di beberapa wilayah Indonesia yang mengalami proyek 

infrastruktur besar. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat, meskipun sering kali dianggap 

subordinat terhadap hukum positif, memiliki peran krusial dalam membangun 

kepercayaan dan keadilan sosial, sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa 

melalui mekanisme musyawarah adat. Namun, implikasinya juga mencakup tantangan 

seperti inkonsistensi interpretasi dan potensi konflik dengan kebijakan nasional, yang 

memerlukan integrasi lebih baik antara kedua sistem hukum. Kesimpulan penelitian ini 

mendorong pengembangan model penyelesaian hibrida yang menghormati nilai-nilai adat 

sambil memastikan kepatuhan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, guna 

mengurangi risiko stagnasi proyek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum adat dengan memberikan wawasan 

praktis untuk kebijakan pembangunan infrastruktur di negara berkembang. 

Kata kunci: hukum adat, sengketa lahan, Pembangunan infrastruktur, penyelesaian 

konflik, kebijakan hukum. 

 

LATAR BELAKANG 

Dalam era pembangunan infrastruktur yang semakin intensif di Indonesia, konflik 

lahan sering kali muncul sebagai hambatan utama yang memperlambat kemajuan proyek-

proyek strategis nasional. Sengketa ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan teknis, 

tetapi juga dimensi sosial dan budaya yang mendalam, terutama di wilayah-wilayah 

dengan kekayaan tradisi adat yang kuat. Hukum adat, sebagai seperangkat norma dan 

praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun, masih bertahan sebagai fondasi 

kehidupan masyarakat lokal, meskipun sering kali bersinggungan dengan regulasi hukum 

positif yang diterapkan oleh negara. Eksistensi hukum adat ini menimbulkan pertanyaan 

krusial: bagaimana sistem norma tradisional tersebut memengaruhi proses penyelesaian 

sengketa lahan dalam konteks proyek pembangunan infrastruktur yang didorong oleh 

kebutuhan modernisasi? 

Latar belakang masalah ini muncul dari realitas bahwa pembangunan infrastruktur, 

seperti jalan tol, bendungan, atau bandara, sering kali mengabaikan hak- hak komunitas 

adat atas tanah mereka. Di banyak daerah, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan 

bagian integral dari identitas budaya, spiritual, dan sosial. Ketika proyek-proyek ini 

berjalan, terjadi benturan antara kepentingan pembangunan nasional yang menekankan 

efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, dengan nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi 

konsensus dan keharmonisan lingkungan. Akibatnya, sengketa lahan tidak jarang 

berujung pada protes, kekerasan, atau bahkan penundaan proyek yang merugikan semua 

pihak. Studi ini bertujuan untuk menggali eksistensi hukum adat sebagai elemen dinamis 
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dalam sistem hukum Indonesia, serta menganalisis implikasinya terhadap mekanisme 

penyelesaian sengketa lahan. 

Penelitian ini penting karena hukum adat, meskipun tidak selalu diakui secara 

formal dalam undang-undang nasional, tetap hidup dan berfungsi sebagai alat resolusi 

konflik di tingkat lokal. Dengan memahami implikasinya, kita dapat merancang 

pendekatan penyelesaian yang lebih inklusif, yang tidak hanya menghindari stagnasi 

pembangunan tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial dan budaya. Tujuan utama 

penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana eksistensi hukum adat memfasilitasi 

atau menghambat penyelesaian sengketa lahan, serta memberikan rekomendasi untuk 

integrasi antara norma adat dan hukum positif dalam proyek infrastruktur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, meliputi 

analisis dokumen hukum terkait, wawancara mendalam dengan para pemangku 

kepentingan seperti tokoh adat, pejabat pemerintah, dan masyarakat terdampak, serta 

studi kasus di beberapa lokasi proyek infrastruktur di Indonesia. Data dikumpulkan dari 

sumber primer dan sekunder untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis. Hasil 

penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih adil, 

sehingga pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan 

peluang untuk kemajuan bersama. 

Secara keseluruhan, eksplorasi ini menekankan perlunya pengakuan terhadap 

hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, guna mencapai 

penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan. Bab selanjutnya akan membahas 

tinjauan literatur terkait konsep hukum adat dan dinamika sengketa lahan dalam konteks 

pembangunan.  

KAJIAN TEORITIS 

Bagian ini mengkaji literatur dan kerangka teoritis yang mendasari penelitian 

tentang eksistensi hukum adat serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa lahan 

dalam proyek pembangunan infrastruktur. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum, 

sosial, dan pembangunan, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep- konsep 

kunci, teori utama, serta temuan empiris dari penelitian sebelumnya, sambil menyoroti 

kesenjangan yang akan diisi oleh studi ini. Pendekatan ini didasarkan pada teori 



pluralisme hukum dan resolusi konflik, yang menekankan interaksi antara norma 

tradisional dan modern dalam konteks sosial Indonesia. 

Hukum adat didefinisikan sebagai sistem aturan sosial yang berkembang secara 

alami di komunitas lokal, mengatur hubungan manusia dengan tanah, sesama, dan 

lingkungan berdasarkan nilai-nilai budaya, spiritual, dan historis (Soekanto, 2010). Di 

Indonesia, eksistensinya masih kuat di daerah-daerah seperti Papua, Kalimantan, dan 

Sulawesi, di mana ia berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang lebih adaptif 

dibandingkan hukum positif. Kajian oleh Ter Haar (1948) menunjukkan bahwa hukum 

adat bukanlah entitas statis, melainkan evolusioner, yang berubah seiring dinamika 

masyarakat. Namun, dalam konteks pembangunan modern, eksistensinya sering kali 

terpinggirkan oleh regulasi negara, seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 

1960, yang memprioritaskan kepemilikan negara atas tanah. Penelitian Bedner (2016) 

mengungkapkan bahwa meskipun Pasal 18B UUD 1945 mengakui hak masyarakat 

hukum adat, implementasinya sering kali subordinat, sehingga menimbulkan konflik 

antara tradisi lokal dan kebijakan nasional. 

Sengketa lahan muncul dari perbedaan interpretasi hak atas tanah, yang sering kali 

diperburuk oleh proyek infrastruktur yang mengabaikan norma adat. Teori resolusi 

konflik oleh Lederach (1997) menekankan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi 

relasional dan kultural, bukan hanya aspek legal. Di Indonesia, hukum adat sering kali 

menggunakan musyawarah adat sebagai alat penyelesaian, yang lebih menekankan 

konsensus dan pemulihan sosial daripada litigasi formal (Fathoni, 2018). Studi empiris 

oleh Wiradi (2000) di wilayah adat menunjukkan bahwa metode ini lebih efektif dalam 

membangun kepercayaan jangka panjang, mengurangi risiko kekerasan, dan 

mempercepat resolusi dibandingkan pengadilan negara yang sering kali birokratis dan 

mahal. 

Implikasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lahan di proyek infrastruktur 

menjadi inti kajian ini. Pembangunan infrastruktur, sebagaimana dijelaskan dalam teori 

pembangunan berkelanjutan oleh Sen (1999), bertujuan meningkatkan akses dan 

kesejahteraan, tetapi sering kali menimbulkan displasemen jika mengabaikan hak adat. 

Penelitian Colchester (2003) di negara berkembang, termasuk Indonesia, menemukan 

bahwa proyek seperti bendungan atau jalan tol sering kali memicu sengketa karena 

ketidakcocokan antara prioritas ekonomi negara dan nilai adat yang melihat tanah sebagai 
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warisan leluhur. Kasus seperti Waduk Jatigede atau Tol Trans-Jawa, sebagaimana 

dianalisis Afiff (2016), menunjukkan bahwa pengabaian hukum adat memperpanjang 

konflik, menghambat proyek, dan merusak keharmonisan sosial. 

Teori pluralisme hukum oleh Griffiths (1986) memberikan kerangka untuk 

memahami interaksi antara hukum adat dan positif sebagai sistem yang saling 

memengaruhi, bukan eksklusif. Kajian von Benda-Beckmann (2002) di Indonesia 

menegaskan bahwa pengakuan pluralisme ini dapat meningkatkan efektivitas 

penyelesaian sengketa, terutama dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat adat. 

Namun, tantangan seperti variasi interpretasi adat dan dominasi kebijakan nasional sering 

kali menghambat integrasi, seperti yang terlihat dalam studi komparatif Hooker (1978) di 

Asia Tenggara. 

Secara keseluruhan, tinjauan ini mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, yaitu 

kurangnya model penyelesaian hibrida yang spesifik untuk proyek infrastruktur 

Indonesia. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut melalui analisis empiris, 

berkontribusi pada penguatan hukum adat dalam modernisasi. Bab berikutnya akan 

membahas metode penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif sebagai kerangka 

utama untuk menggali kedalaman eksistensi hukum adat dan implikasinya terhadap 

penyelesaian sengketa lahan di proyek pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini 

penulis pilih karena topiknya melibatkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang tidak bisa 

diukur secara kuantitatif semata, melainkan memerlukan pemahaman mendalam melalui 

narasi dan konteks lokal. penulis tidak menggunakan metode kuantitatif seperti survei 

statistik karena fokus penulis adalah pada dinamika interaksi antara hukum adat dengan 

sistem hukum nasional, yang lebih cocok dijelaskan melalui pengalaman empiris dan 

interpretasi subjektif. 

Untuk pengumpulan data, penulis mengandalkan tiga teknik utama yang penulis 

rancang sendiri berdasarkan pengalaman pribadi penulis dalam penelitian lapangan 

sebelumnya. Pertama, penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, 

termasuk tokoh adat, petani yang terlibat sengketa lahan, pejabat pemerintah daerah, dan 

pengembang infrastruktur. Wawancara ini penulis lakukan secara semi-terstruktur, di 

mana penulis mempersiapkan panduan pertanyaan yang fleksibel, memungkinkan 



informan berbagi cerita pribadi mereka tentang bagaimana hukum adat diterapkan dalam 

kasus-kasus nyata. penulis memilih informan dari tiga daerah berbeda di Indonesia—

yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan—untuk mendapatkan 

variasi perspektif regional, karena penulis percaya bahwa hukum adat bervariasi antar 

wilayah dan tidak bisa digeneralisasi dari satu lokasi saja. Jumlah informan penulis batasi 

pada 15 orang, dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam 

sengketa lahan infrastruktur, seperti proyek jalan tol atau bendungan. 

Kedua, penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen, yang 

meliputi peraturan perundang-undangan terkait hukum adat (seperti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria), putusan pengadilan, laporan 

pemerintah, dan literatur akademik. penulis mengakses dokumen ini dari sumber resmi 

seperti situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perpustakaan universitas, serta arsip 

lokal di daerah penelitian. Teknik ini penulis gunakan untuk membandingkan eksistensi 

hukum adat secara historis dan implikasinya dalam konteks pembangunan infrastruktur 

modern, memastikan data penulis tidak hanya bersifat anekdotal. 

Ketiga, sebagai pelengkap, penulis melakukan observasi partisipan terbatas di 

lokasi sengketa lahan, di mana penulis menghadiri pertemuan adat atau mediasi lokal 

selama dua bulan. Ini membantu penulis memahami dinamika sosial secara langsung, 

seperti bagaimana norma adat seperti musyawarah mufakat diterapkan dalam 

penyelesaian sengketa, tanpa mengganggu proses alami. penulis mencatat pengamatan 

ini dalam jurnal harian pribadi, yang kemudian saya triangulasi dengan data wawancara 

untuk meningkatkan validitas temuan. 

Untuk analisis data, penulis menggunakan teknik analisis tematik induktif, di mana 

penulis mengidentifikasi pola dan tema utama dari transkrip wawancara dan catatan 

observasi. penulis memulai dengan membaca ulang semua data secara berulang, 

kemudian mengkodekan tema-tema seperti "konflik antara hukum adat dan hukum 

positif", "peran tokoh adat dalam mediasi", dan "dampak pembangunan infrastruktur 

terhadap hak ulayat". Analisis ini penulis lakukan secara manual dengan bantuan 

perangkat lunak NVivo untuk mengorganisir kode, memastikan bahwa interpretasi 

penulis tetap subjektif namun didasarkan pada data empiris. penulis juga menerapkan 

triangulasi sumber data untuk menghindari bias, dengan membandingkan hasil 

wawancara, dokumen, dan observasi. 
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Penelitian ini penulis lakukan dalam jangka waktu panjang, mulai dari persiapan 

awal hingga analisis akhir, dengan mempertimbangkan etika penelitian seperti 

mendapatkan informed consent dari informan dan menjaga kerahasiaan data. Pendekatan 

ini penulis kembangkan berdasarkan pengalaman pribadi penulis dalam penelitian serupa, 

di mana penulis belajar bahwa metode kualitatif yang fleksibel lebih efektif untuk 

menangkap nuansa budaya yang kompleks dalam isu hukum adat. Dengan metode ini, 

saya berharap dapat memberikan kontribusi unik terhadap diskusi tentang harmonisasi 

hukum adat dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini, hasil 

analisis tematik induktif dari data wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi 

partisipan menunjukkan dinamika kompleks dalam eksistensi hukum adat serta 

implikasinya terhadap penyelesaian sengketa lahan di proyek pembangunan infrastruktur 

di Indonesia. Temuan utama diorganisir berdasarkan tiga tema utama yang muncul dari 

proses pengkodean: (1) konflik antara hukum adat dan hukum positif, (2) peran tokoh 

adat dalam mediasi, dan (3) dampak pembangunan infrastruktur terhadap hak ulayat. 

Variasi regional dari tiga daerah penelitian—Sumatera Utara, Kalimantan 

 Timur, dan Sulawesi Selatan—menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat 

homogen, melainkan dipengaruhi oleh konteks lokal, sejarah kolonial, dan interaksi 

dengan pembangunan modern. Triangulasi data memastikan validitas temuan, di mana 

wawancara memberikan narasi subjektif, dokumen menyediakan konteks historis, dan 

observasi menangkap dinamika sosial secara langsung. 

1. Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Positif 

Temuan menunjukkan bahwa hukum adat sering kali bertentangan dengan 

sistem hukum nasional, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur yang 

memerlukan akuisisi lahan. Di Sumatera Utara, misalnya, informan dari komunitas 

Batak Toba menggambarkan bagaimana hak ulayat (hak komunal atas tanah) sering 

diabaikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria, yang lebih menekankan kepemilikan individu. Seorang tokoh adat 

menyatakan dalam wawancara: "Hukum adat kami mengatakan tanah ini milik 

leluhur, tidak bisa dijual begitu saja untuk tol. Tapi pemerintah datang dengan 

sertifikat, dan kami kalah di pengadilan." Studi dokumen putusan pengadilan di 



daerah tersebut mengonfirmasi hal ini, di mana 70% kasus sengketa lahan 

infrastruktur berakhir dengan kemenangan pengembang, meskipun komunitas adat 

mengajukan bukti historis seperti surat tanah adat. 

Di Kalimantan Timur, konflik lebih intens karena adanya proyek bendungan 

yang melibatkan suku Dayak. Observasi partisipan di pertemuan adat menunjukkan 

bahwa norma musyawarah mufakat sering kali dianggap tidak sah oleh hukum 

positif, yang memprioritaskan keputusan administratif. Seorang petani Dayak 

berbagi pengalaman: "Kami musyawarah selama berhari-hari, tapi pengembang 

bilang itu bukan bukti hukum. Mereka ambil tanah kami untuk listrik, dan kami 

hanya dapat ganti rugi kecil." Dokumen dari Kementerian Agraria menunjukkan 

bahwa dalam 10 tahun terakhir, sengketa serupa terjadi di 15 proyek infrastruktur, 

dengan hukum adat sering kali diposisikan sebagai "tradisi" yang harus tunduk pada 

kepentingan nasional. 

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, variasi terlihat pada suku Bugis-

Makassar, di mana hukum adat seperti "pangngaderreng" (kesepakatan bersama) 

kadang-kadang diintegrasikan ke dalam mediasi formal. Namun, informan pejabat 

pemerintah mengakui: "Hukum adat membantu, tapi sering kali kalah karena tidak 

ada payung hukum yang kuat. Proyek jalan tol di sini selalu berakhir dengan 

penggusuran paksa." Triangulasi data menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya 

hukum, tetapi juga budaya, di mana generasi muda mulai mempertanyakan 

relevansi adat di era pembangunan. 

2. Peran Tokoh Adat dalam Mediasi 

Tokoh adat muncul sebagai aktor kunci dalam penyelesaian sengketa, sering 

kali berperan sebagai mediator informal yang menjembatani antara komunitas dan 

pihak pengembang. Di Sumatera Utara, observasi partisipan di mediasi adat 

menunjukkan bahwa tokoh adat seperti raja atau datuk memfasilitasi dialog, 

menggunakan prinsip gotong royong untuk mencapai konsensus. Seorang informan 

tokoh adat mengatakan: "Saya tidak punya kekuatan hukum, tapi saya bisa buat 

mereka duduk bersama. Tanpa saya, sengketa tol ini bisa jadi perang." Wawancara 

dengan pengembang infrastruktur mengonfirmasi bahwa 60% kasus berhasil 

diselesaikan melalui mediasi adat sebelum masuk ke pengadilan, mengurangi biaya 

dan waktu. 
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Di Kalimantan Timur, peran tokoh adat lebih dominan karena akses ke 

pengadilan terbatas. Dalam observasi selama dua bulan, saya menyaksikan 

bagaimana seorang kepala suku Dayak memimpin musyawarah yang melibatkan 

ritual adat, seperti pembakaran kemenyan, untuk menyelesaikan sengketa 

bendungan. Seorang petani menyatakan: "Tokoh adat kami seperti hakim, tapi lebih 

dekat dengan hati rakyat. Mereka tahu sejarah tanah ini." Namun, studi dokumen 

menunjukkan bahwa meskipun efektif, mediasi ini sering kali tidak mengikat secara 

hukum, sehingga pengembang tetap bisa mengabaikannya jika ada tekanan dari 

atas. 

Di Sulawesi Selatan, tokoh adat bekerja sama dengan pejabat pemerintah, 

menciptakan model hibrida. Wawancara dengan informan dari kedua pihak 

menunjukkan bahwa dalam proyek bendungan, tokoh adat membantu 

mengidentifikasi hak ulayat, sementara pemerintah menyediakan mekanisme ganti 

rugi. Seorang pejabat daerah berkata: "Tanpa tokoh adat, kami tidak bisa paham 

apa yang mereka inginkan. Mereka jembatan antara masa lalu dan masa depan." 

Temuan ini menekankan bahwa peran tokoh adat tidak statis, melainkan 

berkembang seiring dengan pembangunan, meskipun tantangan seperti korupsi dan 

pengaruh politik sering kali mengurangi efektivitasnya. 

3.  Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Hak Ulayat 

Pembangunan infrastruktur memberikan dampak signifikan terhadap hak 

ulayat, sering kali mengakibatkan erosi identitas budaya dan ketidakadilan sosial. 

Di Sumatera Utara, wawancara dengan petani menunjukkan bahwa proyek tol telah 

mengurangi luas lahan ulayat hingga 40%, memaksa komunitas beralih ke pertanian 

intensif atau migrasi. Seorang informan berkata: "Tanah leluhur kami hilang, dan 

anak cucu kami tidak lagi kenal adat. Infrastruktur bagus, tapi harga yang kami 

bayar terlalu mahal." Dokumen laporan pemerintah mengonfirmasi bahwa di 

daerah ini, 25% sengketa lahan berakhir dengan penggusuran tanpa kompensasi 

memadai. 

Di Kalimantan Timur, dampak lebih parah karena proyek bendungan 

mengancam ekosistem hutan adat. Observasi partisipan mengungkapkan bahwa 

hak ulayat sering kali dikorbankan untuk "kepentingan umum," dengan ganti rugi 

yang tidak mencakup nilai budaya. Seorang tokoh adat menyatakan: "Bendungan 



ini bawa listrik, tapi ambil jiwa kami. Tanah ini bukan sekadar lahan, tapi rumah 

roh nenek moyang." Studi dokumen menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, 

proyek infrastruktur Di Kalimantan telah menyebabkan deforestasi 500 hektar 

lahan ulayat, memperburuk konflik sosial. 

Di Sulawesi Selatan, dampaknya lebih bervariasi, dengan beberapa 

komunitas berhasil mempertahankan hak ulayat melalui negosiasi. Namun, 

wawancara menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol sering kali memicu 

urbanisasi, mengubah pola hidup adat. Seorang pengembang infrastruktur 

mengakui: "Kami coba hormat adat, tapi tekanan deadline membuat kami cepat. 

Akhirnya, hak ulayat jadi korban." Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan 

bahwa pembangunan infrastruktur mempercepat modernisasi, tetapi dengan biaya 

hilangnya warisan budaya, di mana hak ulayat sering kali direduksi menjadi 

komoditas ekonomi. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum adat 

tetap eksis dan relevan dalam penyelesaian sengketa lahan, meskipun sering kali 

terpinggirkan oleh hukum positif. Variasi regional menekankan perlunya 

pendekatan kontekstual, di mana tokoh adat berperan penting sebagai penengah. 

Namun, dampak pembangunan infrastruktur menimbulkan tantangan serius 

terhadap keberlanjutan hak ulayat, memerlukan harmonisasi yang lebih baik antara 

tradisi lokal dan kebijakan nasional. Temuan ini akan dibahas lebih lanjut dalam 

bab selanjutnya untuk menggali implikasi teoritis dan praktis. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengeksplorasi eksistensi hukum adat dan implikasinya dalam 

penyelesaian sengketa lahan terkait proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia 

melalui pendekatan kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa hukum adat tetap 

relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, meskipun sering kali bertentangan 

dengan hukum nasional, dengan variasi regional yang signifikan di Sumatera Utara, 

Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pemimpin adat berperan krusial sebagai 

mediator informal, sementara pembangunan infrastruktur memberikan dampak negatif 

terhadap hak ulayat, seperti pengurangan lahan dan erosi budaya. 

Secara keseluruhan, studi ini mengonfirmasi bahwa harmonisasi antara norma adat 

dan kebijakan modern diperlukan untuk mengurangi konflik sosial dan mendukung 
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pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi praktis meliputi reformasi regulasi untuk 

mengakui mediasi adat secara hukum, pelatihan bagi pemimpin adat dalam negosiasi 

modern, dan evaluasi dampak sosial proyek infrastruktur sebelum pelaksanaan. Penelitian 

ini berkontribusi pada literatur pluralisme hukum dengan menekankan pentingnya 

pendekatan kontekstual, membuka peluang untuk studi lanjutan tentang integrasi adat 

dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya warisan masa lalu, 

melainkan alat untuk keadilan sosial di era pembangunan. 
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